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REKOMENDASI DPRD 
SEBAGAI TOLOK UKUR

KEBERHASILAN 

PEMBANGUNAN DAERAH

Disampaikan pada Pertemuan Koordinasi
dalam rangka Asistensi Penyusunan Rekomendasi LKPJ Tepat Waktu, 

Ditjen Otda Kemendagri R.I., Jakarta 23 Mei 2023 

Dr. Taufik Alwi, S.E., M.M. 
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• Permendagri No. 86 No. 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara
Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara 
perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

• Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan
pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Dasar Hukum
LKPJ:

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
Pasal 67: Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Penyusunan dan Penyampaian LKPJ
(PP 13/2019 dan Permendagri 18/2020)

• Kepala Daerah Menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
• LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan

dalam dokumen Perencanaan dan anggaran tahunan
• Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang 

dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran
berakhir

• Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara , LKPJ 
disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah
kepada DPRD dalam Rapat Paripurna

• Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan
tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti
kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna



Bagi Legislator 

Dibutuhkan Metodologi untuk menemukan hal-hal yang tidak tercapai
dari Komitmen Pemda dalam menjalankan Visi dan Misi

• LKPJ sebagai tools/instrumen melakukan cross check capaian dalam
indikator yang dirumuskan dalam RPJPD dan RPJMD

• LKPJ sebagai tools melakukan cross check terhadap konsistensi RKPD

• LKPJ sebagai tools melakukan cross check, bagaimana capaian-
capaian/kesepakatan dalam APBD Murni maupun APBD Perubahan

• Bagaimana menganalisis postur 3 hal penting dalam APBD yaitu: 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan



LKPJ ditolak DPRD?

• DPRD tidak punya kewenangan untuk Menolak

• Tetapi melalui Kajian/Analisis/ disertai konsultasi dan pembahasan yang 
mendetail mengenai Bagaimana capaian indicator-indicator Program yang 
dirumuskan oleh Kepala Daerah dan seluruh OPDnya menjadi alat penting
(essential instrument/tools) bagi DPRD dalam rangka menginterupsi
Kinerja Pemerintah Daerah tentang capaian-capaian dalam 1 tahun
Anggaran.

• Karena pada sisi lain, DPRD  memiliki Kewenangan untuk melakukan
Pengawasan dan Persetujuan Anggaran



Hal Penting terkait Rekomendasi DPRD

• Idealnya bersifat Tegas

• Idealnya mampu Menunjukkan adanya upaya yang konsisten
dilakukan oleh Pemda untuk memperbaiki kinerjanya di tahun-tahun
yang berikut.

• Panitia Khusus (Pansus) DPRD  selain mengompilasi hasil pembahasan
dari masing-masing komisi, juga melakukan pengembangan
pembahasan yang intensif kemudian disusun menjadi rekomendasi
DPRD



Rekomendasi LKPJ dari DPRD 
menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan Daerah

Pembangunan 
Nasional

Pembangunan 
Daerah Propinsi

Pembangunan 
Daerah Kab./Kota

LKPJ

(KDH)

DPRD

(Paripurna)

DPRD

Analisis &

Pembahasan mendalam (Rapat
komisi, Mitra kerja (OPD), 

Lintas Komisi, 

Keputusan 
Rekomendasi
(Pairpurna)

KDH

(implementasi
Rekomendasi)

TIDAK 
BERHASIL

BERHASIL 

1
• Tingkatkan kualitas Isi Rekomendasi

2
• Perkuat Pengawasan Isi Rekomendasi

2

• Pemberdayaan Pressure Group untuk
memastikan kepastian pelaksaaan Rekomendasi

Taufik Alwi
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Tolok Ukur Pemberian
Rekomendasi atas LKPJ

• RPJPD, RPJMD, RKPD

• KUA dan PPAS

• RKA dan DPA SKPD

• Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

• Perda APBD dan Perda Perubahan
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REKOMENDASI LKPJ BERHASIL BILA: kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di tahun mendatang SEMAKIN BAIK.

Bila BELUM BAIK, maka:

 Tingkatkan kualitas isi Rekomendasi
DPRD atas LKPJ

 Perkuat pengawasan atas tindak lanjut isi
Rekomendasi

 Berdayakan kelompok penekan (pressure 
group) untuk memastikan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi
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Rekomendasi
• Sebagai upaya perbaikan penyelanggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan

maupun teknis operasional

• Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata 

kelola pemerintahan yang baik dan  peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

• Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun

berikutnya.



WEWUJUDKAN 
TUJUAN 

PEMBANGUNAN

KDH

MITRA 

STRATEGIS

DPRD

Continuous 
Improvement

Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

Rekomendasi
LKPJ

Sekretariat
Dewan

Lingkungan
EKSTERNAL 

(PESTLE)

Salah satu
Aspek Krusial : 
Rekomendasi
DPRD terkait

LKPJ 

Lingkungan
INTERNAL
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DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( Pasal 263 & Pasal 264 UU No. 23/2014)

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan
sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20
(dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN
dan rencana tata ruang wilayah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam) bulan 
setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda 
ttg RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi 
administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam)
bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik

ditetapkan dengan Perkada

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala 
daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak 
keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 
(tiga) bulan.



Dinamika Lingkungan tidak bisa dilepaskan dalam
meraih keberhasilan Pembangunan Daerah

Taufik Alwi

Apakah Dinamika Lingkungan Internal dan Eksternal (Skala Lokal, 
Nasional, Internasional dan Global) berpotensi mempengaruhi

Pembangunan Daerah ?



Indonesia is one of the country which running biggest 
decentralization in the world, include transfer of authority, 
transfer of budgeting, and moving government officials
from central government to sub national government.

Global 
Phenomenon

Taufik Alwi



Peningkatan Efektifitas
Rekomendasi LKPJ

Rekomendasi DPRD harus konstruktif:

 Berorientasi pada Tindakan Nyata dan Spesifik, 

 Menyelesaikan masalah (Problem Solving)

 Dapat dilaksanakan dengan biaya yang memadai

Rekomendasi yang berupa kegiatan dimasukkan
dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD atau KUA 
dan PPAS APBD tahun anggaran berikutnya.

Isi Rekomendasi menjadi bagian Program 
Pengawasan DPRD.

Taufik Alwi



Daftar rekomendasi juga diberikan kepada
komisi-komisi di DPRD agar pelaksanaannya
dapat diawasi melalui rapat dengan SKPD 
yang menjadi mitranya.

DPRD melakukan press realease atas
substansi rekomendasi yang dihasilkannya.

Rekomendasi berupa pemberian penghargaan
atau pemberian teguran disampaikan secara
spesifik, proporsional dan sesuai dengan
lingkup kewenangannya dengan dilandasi
oleh niat baik untuk perbaikan di masa yang 
akan datang.

Taufik Alwi

Peningkatan Efektifitas
Rekomendasi LKPJ



Mitra Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
dapat dijembatani Sekretariat Dewan termasuk dalam Rekomendasi LKPJ

(Lingkungan Internal dinilai berperan)

Kepala
Daerah

DPRD

SEKWAN  menjembatani
Harmoni Keselarasan

Pemda dan DPRD

Kunci Mediasi,
Mediator

Secara teknis
operasional

bertanggungjawab
kepada Pimpinan DPRD,

Tidak
melakukan Politik

Praktis

Secara Administratif
Bertanggungjawab

Kepada Kepala
Daerah melalui Sekda

Taufik Alwi
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BagaimanakahPermasalahan dan peran 7S 
pada Sekretariat Dewan dalam menjembatani

KDH dan DPRD guna menyukseskan Rekomendasi LKPJ dan Implementasinya?

Rekomendasi LKPJ
sangat Esensial
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HEXAHELIX
Multi Stakeholder

Government

Business

Affected 
Communities

Mass Media

UniversitiesNGO

Taufik Alwi



Pembangunan Daerah berbasiskan
Data yang Valid Reliabel

Data Statistik bisa bersumber dari:
Badan Statistik Nasional (BPS),
Sektoral (Kementerian/Lembaga Pemerintah),
Statistik/ Lemabaga Penelitian Nasional/ 
internasional yang kredibel

Taufik Alwi



Empowering dan Peningkatan Sinergisitas
Lingkungan Internal Setwan dalam mendukung

Rekomendasi LKPJ berbasis 7S McKinsey

Taufik Alwi
LEADERSHIP & FLOW, Global Research Program and Network

https://flowleadership.org/


Publication about 7S McKinsey

The results of studies in several 
previous studies state that internal 
organizational factors according to 7S 
McKinsey such as Strategy, Structure, 
System, Shared value, Skill, and Staff 
are very influencing each other which 
has an impact on the performance of 
an organization. 
Suwanda; Nugroho, Bernardus Yuliarto. (2022). Literature 
reviews: McKinsey 7S model to support organizational 
performance. Technium Soc. Sci. J., 38, 1.

Taufik Alwi

• The McKinsey 7sframework model was used 
as the study's framework and positivist 
research methodology was used throughout. 

• Among county governments in the western 
Kenya region, there is a large and favorable 
correlation between strategic procurement 
planning and service delivery. The analysis 
suggests that county governments ensure 
that strategic sourcing strategies are fully 
implemented and that they are produced in 
a reasonable timeframe because they are 
essential for initiating service delivery.

• Kennedy Wandera Walubengo,  Dr. Joseph Olang’o Abuya, 
Dr. Fredrick Njehu Kiongera, Strategic Procurement Planning 
and Service Delivery of County Governments in Western 
Kenya Region, African Journal of Empirical Research, Vol. 4 
(Iss. 1) 2023, pp. 159-165



Ketidaktahuan mengenai 
apa yang menjadi acuan 

penilaian;

Keriteria apa yang 
dijadikan pedoman untuk 

melakukan penilaian;

Ke arah mana fokus 
penilaian dilakukan;

Data/informasi apa selain 
yang disajikan dalam LKPJ 

yang masih diperlukan 
untuk melakukan 

penilaian; dan

Bagaimana menarik 
kesimpulan dan 

memberikan rekomendasi 
atas hasil penilaian yang 

dilakukan 

Kendala-Kendala Dalam Penelaahan 

Dokumen LKPJ 
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Beberapa Kasus yang ditemukan terkait LKPJ

• Masalah target Penyampaian LKPJ tepat waktu oleh KDH

• Masalah pada Interval waktu Penyampaian Keputusan Rekomendasi LKPJ oleh DPRD

• Masalah pada Implementasi Rekomendasi oleh KDH

BAGAIMANA UPAYA PEMBERDAYAAN INTERNAL SETWAN

(terkait 7S Konsep)

Dalam Mendukung Kemitraan KDH dengan DPRD guna Mewujudkan SKPJ Tepat Waktu ?
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Question & Opinion

•Apa saja Masalah yang ditemukan pada Aspek yang 
dipilih, terkait Penyusunan LKPJ tepat waktu dan 
Implementasi SKPJ ?

•Apakah Aspek tersebut (salah satu 7S yang dipilih) esensial
dalam kapasitas peran Sekretariat Dewan guna
menjembati KDH dan DPRD terkait SKPJ?  

•Apa Manfaat dan Solusi dari Aspek tersebut dalam
peningkatan Kapasitas Setwan?
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Foto Kegiatan
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